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ABSTRAK

Suatu perkawinan untuk dapat diakui oleh Negara haruslah didaftar dan dicatat di
Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama non-muslim, dan Kantor Urusan
Agama (KUA) bagi mereka yang muslim. Untuk dapat dicatatkan suatu
perkawinan harus sah menurut hukum agama dan kepercayaan kedua mempelai.
Artinya baik Kantor Catatan Sipil maupun KUA tidak dapat mencatatkan
perkawinan tersebut apabila tidak dilakukan menurut hukum agama dan
kepercayaan masing-masing.

Perumusan masalah: (1) Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama di
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan? (2) Apa yang menjadi dasar hukum Hakim dalam menetapkan
perkara nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt dan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby? (3)
Bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia?

Metode pendekatan Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian menggunakan
deskriptif analitis, jenis dan sumber data menggunakan sumber data sekunder,
metode pengumpulan data dengan studi pustaka, metode analisis dengan
menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: (1) Belum adanya peraturan mengenai permasalahan perkawinan
beda agama ini menimbulkan adanya keraguan berkaitan dengan prosedur dan
kewenangan dalam hal pencatatan perkawinan beda agama. (2) Dasar hukum
Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dalam menetapkan
perkara dengan putusan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt dan
916/Pdt.P/2022/PN.Sby ialah berdasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.Dari kedua pasal
diatas dapat dilihat bahwa perkawinan beda agama tetap dapat disahkan dan
dilakukan pencatatan perkawinan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan
Negeri setempat. (3) Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda
agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut
masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut Undang-Undang
sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun1974 Tentang Perkawinan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan di
tentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Kata Kunci: Perkawinan. Perkawinan Beda Agama. Akibat Hukum
Perkawinan Beda Agama
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ABSTRACT

A marriage to be recognized by the State must be registered and recorded at the
Civil Registry Office for those who are non-Muslims, and the Office for Religious
Affairs for those who are Muslims. To be registered, a marriage must be valid
according to religious law and the beliefs of the bride and groom. This means that
neither the Civil Registry Office nor KUA can register the marriage if it is not
carried out according to the laws of their respective religions and beliefs.
Formulation of the problem: (1) How is the validity of interfaith marriages in
Indonesia based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage? (2) What is the
legal basis for the Judge in determining case number 333/Pdt.P/2018/PN.Skt and
number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby? (3) What are the legal consequences of
interfaith marriages in Indonesia?

Normative juridical approach method, research specifications using analytical
descriptive, data types and sources using secondary data sources, data collection
methods using literature study, analysis methods using qualitative analysis
methods.

Research Results: (1) The absence of regulations regarding the issue of interfaith
marriages raises doubts regarding procedures and authorities in terms of
recording interfaith marriages. (2) The legal basis for the Judge to grant the
Petitioners' request in determining the case with the decision number
333/Pdt.P/2018/PN.Skt and 916/Pdt.P/2022/PN.Sby is based on Article 21 Law
Number 1 1974 concerning Marriage and Article 35 letter (a) of Law Number 23
of 2006 concerning Population Administration. From the two articles above it can
be seen that interfaith marriages can still be legalized and marriage registration
can be carried out by submitting an application to the local District Court. (3)
The legal consequences arising from interfaith marriages are that the status of a
marriage of different religions is invalid according to each religion so that it is
also invalid according to the Law as referred to in Article 2 paragraph (1) of Law
Number 1 Year 1974 Concerning Marriage that whether or not a marriage is
valid is determined by the law of each religion.

Keywords: Marriage. Interfaith Marriage. Consequences of Interfaith Marriage
Law
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